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MOTTO

“Guru yang biasa-biasa, berbicara
Guru yang bagus, menerangkan
Guru yang hebat, mendemonstrasikan

Guru yang agung, memberi inspirasi”.

William Arthur Ward, 2009, Kata-kata Motivasi Dosis Tinggi,

MedPress: Y ogyakarta.
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RINGKASAN

Salah satu unsur dalam negara hukum yang tidak dapat dipisahkan adalah
fungsi penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan, yaitu
pelayanan publik yang berdasarkan azas-azas umum pemerintahan yang baik.
Dalam pelayanan publik diharapkan adanya pelayanan yang prima terhadap warga
masyarakat dan adanya keterbukaan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh
penyelenggara negara. Bentuk pelayanan publik tidak hanya terbatas pada
pelayanan di bidang administrasi umum. Tetapi meluas pada berbagai hal
misalnya pelayanan dibidang hukum seperti kebutuhan penyelesaian sengketa
oleh badan peradilan, perlindungan hukum, serta pelayanan pemenuhan
kebutuhan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup yang
sehat, dan lain sebagainya.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka perlu dibentuk lembaga
pengawasan independen (mandiri) yang terlepas dari tatanan pemerintahan dan
bekerja diberbagai bidang yang dianggap penting yang berkaitan dengan
pelayanan publik. Lembaga independen diperlukan untuk kepentingan menjamin
pembatasan kekuasaan dan demokratisasi yang lebih efektif. Lembaga yang
bersifat independen memiliki fungsi yang bersifat campuran, yaitu semi legislatif,
regulating, semi administratif, bahkan semi judikatif.

Pada intinya masyarakat menginginkan terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan yang bermutu tinggi sehingga cita-cita negara yang terdapat dalam
Pembukaan UUD 1945 alinea 4 “untuk membentuk suatu pemerintahan negara
indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah
indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Keinginan masyarakat mendapat
tanggapan yang baik dari pemerintah dengan mengeluarkan Keppres No.44 tahun
2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Komisi Ombudsman Nasional
merupakan lembaga pengawas pelayanan publik yang berasaskan Pancasila dan

bersifat mandiri.
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Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif,
pendekatan masalah adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Sumber bahan hukum, penyusunan skripsi ini
menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan
hukum dengan beberapa tahapan yang kemudian hasil analisis bahan penelitian
tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan
yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan.

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang telah dilakukan,
maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: Pertama, Kedudukan
Ombudsman Swedia sebagai Parliementary Ombudsman karena pengangkatannya
dilakukan oleh Parlemen sedangkan Kedudukan Ombudsman Indonesia yaitu
sebagai Eksekutif Ombudsman karena diangkat oleh kepala pemerintah/eksekutif
yaitu Presiden. Kedua, fungsi Ombudsman Swedia maupun Indonesia merupakan
lembaga pemerintahan independen yang berfungsi menerima keluhan orang yang
memberikan keluhan bedanya untuk di Swedia Ombudsman dibagi dalam empat
(4) area tanggung jawab, dengan fungsinya masing-masing Sedangkan di
Indonesia dimana satu Ombudsman mewakili berbagai macam bidang. Ketiga,
Peran Ombudsman dalam perwujudan dari pelaksanaan good governance dapat
dilihat dari tugas Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik yang

menampung keluhan dari masyarakat atas kebijakan pejabat publik.

Saran penulis, supaya Ombudsman di Indonesia keberadaannya
diperhatikan kembali agar dapat berjalan sesuai fungsinya sebagai lembaga
pengawas pelayanan publik, sosialisasi keberadaan fungsi lembaga Ombudsman
perlu dilakukan agar masyarakat mengetahui keberadaan Ombudsman sekaligus
fungsinya yang berguna bagi mereka yang merasa diperlakukan tidak adil oleh

pejabat publik, sehingga perwujudan good governance dapat tercapai.
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